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P U T U S A N 

Nomor 151 K/Pdt.Sus-PHI/2019 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

M A H K A M A H   A G U N G 

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada 

tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara: 

PT GRAFIKA MULTI WARNA, yang diwakili oleh Direktur, 

Djohar Tjintamani Idris, berkedudukan di Jalan Rawa Gelam 

2, Nomor 4, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 

dalam hal ini memberi kuasa kepada Priyo Jatmiko, S.H., 

M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Priyo 

Jatmiko, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Ruko Sentra 

Niaga, Blok B1, Nomor 5, Jalan Jendral A. Yani, Kalimalang, 

Kayuringin, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 

tanggal 26 Juli 2018; 

Pemohon Kasasi; 

L a w a n: 

1. M. MUTTADIN, Warga Negara Indonesia, bertempat 

tinggal di Kampung Lio, RT 013, RW 003, Kelurahan 

Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur; 

2. ARDIYANSYAH, Warga Negara Indonesia, bertempat 

tinggal di Jalan Lodan I, Nomor 8 A, RT 005, RW 005, 

Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur; 

3. ACHMAD SOPIAN, Warga Negara Indonesia, bertempat 

tinggal di Kampung Rawa Badung, RT 007, RW 013, 

Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta 

Timur; 

4. AHMAD TARMIJI, Warga Negara Indonesia, bertempat 

tinggal di Jalan Lodan I, Nomor 10, RT 005/005, 

Kelurahan Jati, Pulo Gadung Jakarta Timur; 

5. MATNUR, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 2 dari 28 hal. Put. Nomor 151 K/Pdt.Sus-PHI/2019 

Jalan Layur, RT 009, RW 011, Kelurahan Jati, 

Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur; 

6. LEO CHRISTIAN TJENDAPATI, Warga Negara 

Indonesia, bertempat tinggal di Jatinegara Kaum, RT  

013, RW 003, Kelurahan Jatinega, Kecamatan Cakung, 

Jakarta Timur, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa 

kepada Marudin Sijabat, S.H., M.H., dan kawan, Para 

Advokat pada Law Office Marudin Sidjabat, S.H. & 

Partners, Advokat & Legal Consultants, beralamat di 

Jalan Anggrek Cendrawasih 8 A/26, RT 004/004, 

Kemanggisan, Pal Merah, Jakarta Barat, berdasarkan 

Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2018; 

Para Termohon Kasasi; 

Mahkamah Agung tersebut; 

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari putusan ini ; 

 Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, 

Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan 

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon 

kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut: 

Dalam  Pokok  Perkara: 

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 

2. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) dalam perkara ini sah dan 

berharga; 

3. Menyatakan surat mutasi dan surat skorsing tidak sah dikarenakan tidak 

objektif dan dinyatakan batal demi hukum; 

4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus 

atau telah berakhir karena Putus Hubungan Kerja (PHK) sejak putusan 

pengadilan hubungan industrial dijatuhkan dan berkekuatan hukum 

tetap; 

5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera membayar secara 

seketika seluruh hak-hak Para Penggugat dengan cash dan tunai sesuai 
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perincian dengan upah UMP DKI Jakarta tahun 2018, sebagai berikut: 

5.1. M. Muttadin (masa kerja 18 tahun 5 bulan) = (7 bulan gaji) 

a. Uang pesangon  : 2 x 9 x Rp3.648.035,00 = Rp65.664.630,00 

b. Uang penghargaan 

masa kerja : 7 x Rp3.648.035,00      = Rp25.536.245,00 

Uang  pengobatan & 

perumahan : 15% x Rp91.200.875,00= Rp13.680.131,00 

           ------------------------ + 

                                               Jumlah           = Rp 104.881.006,00 

(seratus empat juta delapan ratus delapan puluh satu ribu 

enam rupiah); 

5.2. Ardiansyah (masa kerja 12 tahun 4 bulan) = (5 bulan gaji) 

a. Uang pesangon  : 2 x 9 x Rp3.648.035,00 = Rp65.664.630,00 

b. Uang penghargaan 

masa kerja : 5 x Rp3.648.035,00      = Rp18.240.175,00 

c.  Uang  pengobatan & 

perumahan:15% x (a+b) Rp83.904.805,00 = Rp12.585.720,00 

            ------------------------ + 

                                                   Jumlah            = Rp96.490.525,00 

(sembilan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh ribu 

lima ratus dua puluh lima rupiah); 

5.3.  Ahmad Sopyan (masa kerja 17 tahun 6 bulan) = (6 bulan gaji) 

a. Uang pesangon   : 2 x 9 x Rp3.648.035,00 = Rp65.664.630,00 

b.  uang penghargaan 

masa kerja        : 6 x Rp3.648.035,00       = Rp21.888.210,00 

c. Uang  pengobatan & 

perumahan        :15%  x Rp87.552.840,00= Rp13.132.926,00                   

------------------------- + 

Jumlah              = Rp100.685.766,00 

(seratus juta enam ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus 

enam puluh enam  rupiah); 

5.4. Ahmad Tarmiji (masa kerja 12 tahun 9 bulan) = (5 bulan gaji) 
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a.  Uang pesangon : 2 x 9 x Rp3.648.035,00 = Rp65.664.630,00 

b.   Uang penghargaan 

masa kerja       : 5 x Rp3.648.035,00       = Rp18.240.175,00 

c.   Uang  pengobatan & 

perumahan:15% x (a+b) Rp83.904.805,00 = Rp12.585.720,00 

------------------------- + 

                                                                   Jumlah = Rp96.490.525,00 

(sembilan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh ribu 

lima ratus dua puluh lima rupiah); 

5.5.  Mat Nur (masa kerja 14 tahun 9 bulan)  =  (5 bulan gaji) 

a.  Uang pesangon  : 2 x 9 x Rp3.648.035,00 = Rp65.664.630,00 

b.  Uang penghargaan 

masa kerja : 5 x Rp3.648.035,00       = Rp18.240.175,00 

c.  Uang  pengobatan & 

perumahan:15%x (a +b) Rp83.904.805,00= Rp12.585.720,00 

                                  -------------------------- + 

                                                           Jumlah       =  Rp96.490.525,00 

(sembilan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh ribu 

lima ratus dua puluh lima rupiah); 

5.6.  Leo Christian T. (masa kerja 14 tahun 9 bulan)  =  (5 bulan gaji) 

a.  Uang pesangon  : 2 x 9 x Rp3.648.035,00 = Rp65.664.630,00 

b.  Uang penghargaan 

masa kerja : 5 x Rp3.648.035,00      = Rp18. 240.175,00 

c.  Uang  pengobatan & 

perumahan: 15%  x Rp83.904.805,00       = Rp12.585.720,00 

                   --------------------------- + 

                                                             Jumlah       = Rp96.490.525,00 

(sembilan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh ribu 

lima ratus dua puluh lima rupiah); 

6. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kekurangan upah tahun 2016 

dan 2017 serta membayarkan upah bulan Oktober 2017, bulan 

November 2017, bulan Desember 2017 dan upah bulan Januari 2018, 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 5 dari 28 hal. Put. Nomor 151 K/Pdt.Sus-PHI/2019 

bulan Februari 2018 dan Maret 2018 kepada Para Penggugat secara 

tunai dan seketika; 

7. Menghukum Tergugat membayar uang denda keterlambatan atas 

pembayaran upah tahun 2016 dan upah tahun 2017 kepada Para 

Penggugat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981, 

Pasal 19 yang berbunyi “apabila upah terlambat dibayar maka mulai hari 

ke-4 (empat) sampai hari ke-8 (delapan) terhitung dari hari dimana 

seharusnya upah dibayar, upah ditambah 5% untuk tiap hari 

keterlambatan sesudah hari kedelapan tambahan itu menjadi 1% untuk 

tiap hari keterlambatan; 
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8. Menghukum Tergugat untuk tetap membayar upah Penggugat selama 

masa proses persidangan hingga putusan berkekuatan hukum tetap; 

9. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi immateriil kepada Para 

Penggugat dengan perincian sebagai berikut: 

1. Biaya transportasi dan komsumsi Para Penggugat 6 (enam) orang 

selama 4 (empat) kali kunjungan selama bipartit dengan perincian 2 

(dua) kali mengantar surat undangan bipartit dan 2 (dua) kali bipartit 

sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); 

2. Biaya transportasi dan komsumsi Para Penggugat 6 (enam) orang 

selama dari pendaftaran permohonan perantaraan mediasi ke Suku 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Timur tanggal 9 

Oktober 2017 sampai dengan turunnya Anjuran tanggal 9 Februari 

2018 (selama ± 4 (empat) bulan dan mediasi dilakukan hampir rata 

setiap minggu sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); 

3. Biaya materai dan fotokopi dokumen dan lain-lain sebesar 

Rp1.000.000,00; 

4. Biaya pendaftaran gugatan, bukt-bukti dan leges, biaya saksi-saksi, 

putusan dalan lain sebesar Rp8.000.000,00; 

5. Biaya transfortasi dan komsumsi Para Penggugat 6 (enam) orang 

selama persidangan di Pengadilan Hubungan Indutrial pada 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diperhitungkan 15 kali 

persidangan dikali Rp1.500.000,00 = Rp22.500.000,00; 

6. Biaya pelunasan atas peminjaman uang, bunga dan denda 

keterlambatan karena Para Penggugat tidak mendapat gaji dari 

Tergugat lebih kurangnya sebesar Rp300.000.000,00;  

7. Jasa Pengacara; 

8. Biaya lain-lain atau biaya tak terduga; 

9. Jumlah seluruh untuk ganti rugi immateriil Para Penggugat adalah 

sebesar Rp400.000.000,00;  

10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, sekalipun 

terdapat perlawanan, permohonan banding ataupun kasasi; 
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11. Membebankan kepada Tergugat seluruh biaya perkara sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku; 

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya (ex aquo et bono); 

 Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi 

yang pada pokoknya: 

- Gugatan Para Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa 

sengketanya di Pengadilan (premature); 

- Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel); 

- Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas tentang sebab pemutusan 

hubungan kerja; 

- Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel) karena tidak 

jelasnya petitum gugatan; 

 Bahwa terhadap gugatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan 

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan 

Nomor 75/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt.Pst., tanggal 19 Juli 2018 yang amarnya 

sebagai berikut; 

Dalam Eksepsi: 

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; 

Dalam Pokok Perkara: 

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian; 

2. Menyatakan “putus” hubungan kerja antara Para Penggugat dengan 

Tergugat sebagai berikut: 

- Antara Penggugat 1 (M. Mutadin) dengan Tergugat, terhitung sejak  

tanggal 21 November 2017; 

- Antara Penggugat 2 (Ardiansyah) dengan Tergugat, terhitung sejak 

tanggal 21 November 2017; 

- Antara Penggugat 3 (Achmad Sopian) dengan Tergugat terhitung 

sejak tanggal 16 Oktober 2017; 

- Antara Penggugat 4 (Achmad Tarmiji) dengan Tergugat terhitung 

sejak tanggal 16 Oktober 2017; 

- Antara Penggugat 5 (Mat Nur) dengan Tergugat terhitung sejak 
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tanggal 8 Januari 2018; 

- Antara Penggugat 6 (Leo Christian Tjendapati) dikarenakan 

Penggugat 6 dikualifikasikan mengundurkan diri terhitung sejak 

tanggal tanggal 23 Maret 2018; 

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat 1 sampai 

dengan Penggugat 5 kompensasi atas pemutusan hubungan kerja 

tersebut berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan 

uang penggantian hak dan kepada Penggugat 6 berupa uang pisah, 

serta kekurangan upah tahun 2017 yang jumlah keseluruhan sebesar 

Rp309.340.830,00 (tiga ratus sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu 

delapan ratus tiga puluh rupiah) dengan perincian untuk masing-masing 

Penggugat sebagai berikut:  

NO. NAMA JUMLAH Rp 

1. M. Muttadin 63.452.566,00 

2. Ardiyansyah 55.744.341,00 

3. Achmad Sopian 61.807.566,00 

4. Ahmad Tarmiji 53.397.729,00 

5. Matnur 55.893.124,00 

6. Leo Christian Tjendapati 19.095.504,00 

 

4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya; 

5. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat yang keseluruhannya 

berjumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah); 

 Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya 

Kuasa Tergugat pada tanggal 19 Juli 2018, kemudian terhadapnya oleh 

Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa 

Khusus tanggal 26 Juli 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 

Juli 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi 

Nomor 103/Srt.KAS/PHI/2018/PN Jkt.Pst. juncto Nomor 75/Pdt.Sus-

PHI/2018/PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan 

Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut 
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Halaman 24 dari 28 hal. Put. Nomor 151 K/Pdt.Sus-PHI/2019 

diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan 

Negeri/Hubungan Industrial Jakarta Pusat pada tanggal 10 Agustus 2018; 

 Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-

alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, 

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam 

undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat 

diterima; 

 Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima 

tanggal 10 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar: 

Dalam Eksepsi: 

- Menerima eksepsi Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) untuk seluruhnya; 

Dalam Pokok Perkara: 

- Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari 

Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) untuk seluruhnya; 

- Menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial 

pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Klas IA Khusus Perkara Nomor 

75/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt.Pst., untuk sebagian; 

Mengadili Sendiri: 

Dalam Eksepsi: 

- Menerima dan mengabulkan bantahan eksepsi Pemohon Kasasi/ 

Tergugat untuk seluruhnya; 

Dalam Pokok Perkara: 

1. Menyatakan surat pemberitahuan kepada Termohon Kasasi l/Penggugat 

I dan Termohon Kasasi II/Penggugat II masing-masing tanggal 28 

November 2017 sah secara hukum sebagai surat panggilan kerja ke-2 

(dua); 

2. Menyatakan Termohon Kasasi l/Penggugat I dan Termohon Kasasi II/ 

Penggugat II dikualifikasikan mengundurkan diri, dan tidak berhak atas 

kompensasi pemutusan hubungan kerja berupa uang pesangon sebesar 

1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 

sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang 
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Halaman 25 dari 28 hal. Put. Nomor 151 K/Pdt.Sus-PHI/2019 

penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 

3. Menyatakan Termohon Kasasi III/Penggugat III dan Termohon Kasasi IV/ 

Penggugat IV dikualifikasikan mengundurkan diri, dan tidak berhak atas 

kompensasi pemutusan hubungan kerja berupa uang pesangon sebesar 

1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 

sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang 

penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 

4. Menyatakan sah secara hukum Surat Panggilan Kerja I tanggal 8 Januari 

2018, dan Surat Panggilan Kerja tanggal 9 Januari 2018 kepada 

Termohon Kasasi V/Penggugat V, sesuai ketentuan Pasal 168 ayat (1) 

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 

5. Menyatakan Termohon Kasasi V/Penggugat V dikualifikasikan 

mengundurkan diri secara tertulis dan patut, dan tidak berhak atas 

kompensasi pemutusan hubungan kerja berupa uang pesangon sebesar 

1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 

sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang 

penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 

6. Menyatakan Termohon Kasasi VI/Penggugat VI (Leo Christian 

Tjendapati) tidak berhak menerima uang pisah yang disetarakan dengan 

uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) 

Undang  Undang Nomor 13 Tahun 2003, karena tidak beralasan dan 

berlandasan hukum; 

Atau: 

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi berpendapat lain, kami selaku 

pencari keadilan mohon mendapatkan putusan yang seadil-adilnya 

berdasarkan hukum yang patut dan baik (ex aequo et bono); 

 Bahwa terhadap memori kasasi, Para Termohon Kasasi telah 

mengajukan kontra memori kasasi tanggal 14 September 2018 yang pada 

pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi; 
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Halaman 26 dari 28 hal. Put. Nomor 151 K/Pdt.Sus-PHI/2019 

 Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah 

Agung berpendapat: 

 Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah 

membaca dan meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 10 Agustus 

2018  dan kontra memori kasasi tanggal 14 September 2018 dihubungkan 

dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan 

Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah benar menerapkan 

hukum menyatakan tidak beralasan menyatakan Penggugat I sampai dengan  

Penggugat V mengundurkan diri, dengan pertimbangan sebagai berikut: 

1. Bahwa tepat pemutusan hubungan kerja dengan 1 (satu) kali uang 

pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak 

berpedoman pada ketentuan Pasal 161 Undang Undang Nomor 13 

Tahun 2003 karena Penggugat I sampai dengan Penggugat V mangkir 

dan menolak mutasi, namun Penggugat tidak dipanggil Pengusaha/ 

Pemohon Kasasi secara patut dan tertulis, sebagaimana ditentukan 

secara jelas dan tegas dalam Penjelasan Pasal 168 Undang Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 

2. Bahwa tepat pemutusan hubungan kerja dengan kualifikasi 

mengundurkan diri terhadap Pengugat VI karena telah mangkir 5 (lima) 

hari kerja berturut-turut dan lebih, telah dipanggil secara patut dan tertulis 

sesuai tata cara dimaksud Penjelasan Pasal 168 Undang Undang Nomor 

13 Tahun 2003; 

 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, 

ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan 

Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum 

dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh 

Pemohon Kasasi PT GRAFIKA MULTI WARNA tersebut harus ditolak; 

 Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini 

Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana 

ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka 

biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi; 

 Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
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Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang 

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah 

dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan 

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan 

lain yang bersangkutan; 

M E N G A D I L I : 

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT GRAFIKA MULTI 

WARNA tersebut; 

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam 

tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); 

 Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim 

pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., 

LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai 

Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.E., S.H., 

M.H., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Anggota dan diucapkan 

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis 

dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota dan N.L. Perginasari A.R., S.H., 

M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak. 

 

 

       Hakim-Hakim Anggota:            Ketua Majelis, 

 

  ttd./           ttd./ 

 

   Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.                  Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. 

 

  ttd./ 

 

Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si. 
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Halaman 28 dari 28 hal. Put. Nomor 151 K/Pdt.Sus-PHI/2019 

       Panitera Pengganti 

        

ttd./ 

     N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum. 

 

Biaya-biaya:        
1. Materai ……………….. : Rp    6.000,00 
2. Redaksi ………………. : Rp    5.000,00 
3. Administrasi Kasasi … : Rp489.000,00 

Jumlah   : Rp500.000,00 
 
 
 

Untuk Salinan 
MAHKAMAH AGUNG R.I. 

a.n. Panitera 
Panitera Muda Perdata Khusus 

 
 
 
 

RAHMI MULYATI, S.H., M.H. 
NIP. 19591207 1985 12 2 002 
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